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Rizky Amalia Arsyad (B12113344), dengan judul “Penerapan 
Upaya Paksa Putusan di Pengadilan TUN Makassar”. Di bawah 
bimbingan Abdul Razak selaku Pembimbing I dan Zulkifli Aspan selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
upaya paksa putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan 
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 
penerapan upaya paksa putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makassar. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang 
merupakan wawancara langsung dari responden yang terkait dengan 
penulisan ini dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh 
secara tidak langsung yang berasal dari perundang-undangan, literatur, 
laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan 
penulis.  
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil 
penelitian sebagai berikut, (1) Upaya paksa putusan masih belum dapat 
diterapkan secara efektif di Pengadilan TUN Makassar berupa uang paksa 
dan sanksi administratif, namun pengumuman di media cetak sudah 
diterapkan. (2) Faktor yang mempengaruhi penerapan upaya paksa di 
Pengadilan TUN Makassar yaitu: pertama, tidak adanya peraturan 
mengenai uang paksa dan sanksi administratif, kedua, kurangnya self 
respect dari tergugat untuk melaksanakan putusan, ketiga, minimnya 
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A. Latar Belakang 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum 
ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). 
 Adapun sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan 
kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada 
keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. 
Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu 
negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum yangtertulis dalam 
konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam Hukum Tata 
Negara. Namun, untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang 
bersifat teknis, Hukum Tata Negara ini tidak sepenuhnya dapat 
dilaksanakan secara efektif. Sehingga, Hukum Tata Negara membutuhkan 
hukum lain yang bersifat teknis,yaitu Hukum Administrasi Negara.1 
                                                          
1 HR Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cetakan ke-11 PT 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23 
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 Dalam Hukum Administrasi, ciri-ciri negara hukum  yang telah 
disebutkan di atas mempunyai keterkaitan yang erat dengan hukum 
mengenai kekuasaan pemerintah, hukum mengenai peran serta 
masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan demikian  
tindakan pemerintah yang harus didasarkan pada ketentuan hukum yang 
berlaku sebagai ciri negara hukum, juga harus dapat memberikan 
perlindungan hukum bagi kepentingan  rakyat sehingga kepentingan 
rakyat tidak dengan sendirinya harus dikorbankan apabila terjadi 
benturan-benturan sebagai akibat adanya tindakan pemerintah. 
 Untuk mengantisipasi dikorbankannya kepentingan rakyat akibat 
tindakan pemerintah tersebut, maka keberadaan suatu kelembagaan yang 
bersifat netral yang dapat menyelesaikan persoalan yang timbul 
sebagaimana yang dimaksud diatas mutlak dibutuhkan. Ini sesuai dengan 
fungsi hukum perfektif yang menurut Sjahran Basjah2 merupakan 
penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun 
sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat. Lembaga demikian itu kemudian dikenal dengan nama 
Peradilan Tata Usaha Negara (administratief rechtspraak) yang biasa 
disingkat PERATUN. 
 Jika kita melihat ke belakang, Peradilan Tata Usaha Negara 
(PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, 
                                                          
2 Sjahran Basah, 1997, Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi di 
Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung 
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yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
pada tanggal 29 Desember 1986, adapun  tujuan dibentuknya Peradilan 
Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata 
kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib 
yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan 
menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras 
antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga 
masyarakat3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 
pada tanggal 14 Januari 1991, PTUN resmi beroperasi di Indonesia.4 
 PTUN mulai efektif dioperasionalkan pada tanggal 14 Januari 1991 
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991, ditandai dengan   
diresmikannya  tiga   Pengadilan   Tinggi   Tata  Usaha   Negara   
(PTTUN)   di Jakarta,  Medan,  dan  Ujung   Pandang,  serta  lima  
Pengadilan   Tata  Usaha  Negara (PTUN) di Jakarta, Medan, Palembang, 
Surabaya dan Ujung Pandang. Kemudian berkembang, dengan telah 
didirikannya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di seluruh   Ibu   Kota   
Propinsi   sebagai   pengadilan   tingkat   pertama.5 
 Dengan dibentuknya PTUN tersebut di atas, maka telah 
terpenuhilah unsur keempat negara hukum di negara kita sebagaimana 
                                                          
3 Muhammad Rizal, Hukum Acara Peratun 
(https://muhammadrizalisite.wordpress.com/2015/11/29/hukum-acara-ptun-peradilan-
tata-usaha-negara/) diakses pada 29/9/16 19:12 
4 Dikutip dari Website Pengadilan TUN Jakarta (http://ptun-jakarta.go.id/?page_id=14), 
diakses pada 24/5/2016 20:44 
5Pengadilan TUN  (http://dokumen.tips/documents/tugas-makalah-ptundocx.html), 
diakses pada 29/9/16 12:12 
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yang dikemukakan oleh Friederich Julius Stahl  yaitu adanya peradilan 
administrasi negara. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum 
(rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus 
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian 
yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan 
terhadap tindakan pemerintah itu harus dapat menghasilkan perlindungan 
bagi kepentingan rakyat. Apabila tindakan tersebut bertentangan dengan 
kepentingan rakyat, maka kepentingan rakyat tidak semena-mena dapat 
dikorbankan begitu saja. 
 Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan upaya yang harus 
dilaksanakan untuk mencapai pemerintahan yang baik (good governance) 
serta taat pada hukum seperti yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut 
dapat dilihat dari adanya undang-undang yang mengatur tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. Dan harus pula kita akui bahwa dengan 
adanya UU tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah demi 
melindungi hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan dengan tindakan 
pemerintah, karena pemerintahlah yang menjadi tergugat dalam peradilan 
ini. 
 Namun permasalahannya, setelah berjalan selama 25 tahun masih 
terdapat kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kurang bersinarnya 
PTUN di Indonesia. Kelemahan-kelemahan tersebut masih sering 
dirasakan oleh masyarakat walaupun UU tentang PTUN telah mengalami 
perubahan sebanyak dua kali. Pada awalnya, kelemahan itu terjadi karena 
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tidak adanya upaya memaksa yang dapat dilakukan terhadap putusan 
PTUN. Sehingga hal ini menyebabkan banyaknya Pejabat Negara Tata 
Usaha yang tidak melaksanakan Putusan karena pelaksanaan putusan 
hanya didasarkan pada kesadaran diri pejabat Tata Usaha Negara sendiri. 
Namun, menyadari kelemahan yang ada pemerintah kemudian 
menetapkan adanya upaya pemaksa agar suatu putusan TUN dapat 
dilaksanakan oleh para pihak melalui pengesahan UU No. 9 Tahun 2004 
Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN pada 
Tanggal 29 Maret 2004. Akan tetapi, perubahan-perubahan yang diemban 
oleh UU No. 9 Tahun 20046 di sisi hukum acaranya masih menyisakan 
persoalan yang sangat fundamental. Bahkan UU No.51 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN  
yang diundangkan tanggal 29 Oktober 2009 juga tidak membawa 
perubahan yang signifikan, yaitu berkenaan dengan 
pelaksanaan/eksekusi(follow-up) putusan PTUN, khususnya yang 
berkenaan dengan pelaksanaan upaya paksa putusan PTUN 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 Ayat (4) UU No. 51 Tahun 2009 
Juncto UU No. 9 Tahun 2004 juncto UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN 
(selanjutnya disingkat UU PTUN). 
 Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 116 Ayat (4) UU PTUN 
menetapkan bahwa: 
                                                          
6 Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004, ada 35 Pasal UU No.5 Tahun 1986 yang revisi. 
Rinciannya adalah 32 Pasal diubah, 2 pasal di tambah dan 1 pasal dicabut. Perubahan 
secara umum terjadi pada lingkup tekhnis organisasi administrasi dan finasial PTUN, 
alasan untuk mengajukan gugatan serta follow-up putusan TUN 
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“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang 
bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang 
paksa dan atau sanksi administratif”. 
 Sebelumnya, penulis ingin menjelaskan mengenai uang paksa dan 
sanksi administratif itu sendiri. 
 Didalam gugatan sering kita menjumpai munculnya petitum uang 
paksa (dwangsom). Uang paksa (Dwangsom) dijatuhkan oleh hakim 
dengan maksud agar putusan dalam pokok perkara dilaksanakan oleh 
tergugat (pihak yang kalah). Uang paksa (Dwangsom) merupakan upaya 
agar tergugat bersedia melaksanakan isi putusan, sebab putusan tersebut 
tidak biasa terlaksana tanpa bantuan dari pihak lain. Sedangkan sanksi 
administrative sendiri merupakan sanksi yang diberikan kepada tergugat 
jika tergugat tidak melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh PTUN. 
 Akan tetapi, dilihat dari peraturan Pasal 116 Ayat (4) UU PTUN 
diatas, masih terdapat lubang besar dalam pengenaan upaya paksa 
kepada pejabat pemerintahan dalam hal ini sebagai tergugat yang 
mengabaikan putusan PTUN. Hal ini disebabkan  karena belum  adanya 
regulasi mengenai tata cara eksekusi upaya paksa tersebut. Hingga saat 
ini aturan pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagaimana kedua 
instrumen upaya paksa tersebut dilaksanakan belum diterbitkan baik oleh 
pemerintah maupun oleh Mahkamah Agung sebagai dua pihak yang 
berwenang membentuk aturan yang dimaksud. 
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Seperti dalam hal uang paksa (atau disebut juga dwangsom), jika 
pejabat tersebut hanya melaksanakan perintah negara yang pada 
akhirnya justru menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau badan 
hukum perdata, apakah memang seharusnya ia membayar 
dwangsom tersebut? Lalu dana yang digunakan  merupakan dana pejabat 
itu sendiri atau dana negara. Kemudian mengenai siapa yang berhak 
untuk memungut dwangsom  tersebut juga masih belum memiliki 
kejelasan.  
 Lalu berkenaan dengan sanksi administratif, apabila Badan/Pejabat 
TUN adalah seorang pegawai negeri sipil tentunya sanksi administratif 
yang dapat diterapkan baginya berupa 3 (tiga) macam sanksi 
administratif7, yaitu: hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, 
pembebasan dari Jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan 
pemberhentian tidak dengan hormat. Sebagaimana juga yang disebutkan 
dalam ayat (4) tentang sanksi administrative tersebut tidak jelas apa 
bentuknya, bagaimana implementasinya, dan siapa yang berwenang 
menjatuhkan sanksinya.  
 Adapun mengenai  pengumuman di media cetak itu bisa dilakukan. 
Karena pengumuman itu hanya masalah putusan yang tidak 
dilaksanakan. Disamping itu, juga tidak jelas apa tujuan dari pengumuman 
itu terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kepentingan dari 
                                                          




penggugat. Lalu mengenai masalah siapa yang membiayai iklan itu, 
apakah pengadilan, atau pejabat juga masih belum jelas peraturannya. 
Lalu melalui undang-undang PTUN ini dikenal juga juru sita. Namun tidak 
dijelaskan mengenai wewenang juru sita itu sendiri. 
 Permasalahan tersebut menjadi hal yang sampai sekarang ini 
masih sering dipertanyakan. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa  
Pasal 116 UU No. 9 Tahun 2004, yang diharapkan dapat mengatasi 
setidaknya mereduksi kelemahan fundamental UU No. 5 Tahun 1986 
terutama dalam hal pelaksanaan putusan PTUN, baik pada batang tubuh 
maupun pada bagian penjelasan tidak memberikan petunjuk lebih jauh. 
Begitu juga dengan hal perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 yang 
diundangkan dengan UU No.51 Tahun 2009,8  masih belum mampu 
dijadikan pedoman untuk petunjuk pelaksana putusan PTUN yang telah 
berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini tentu saja akan menghambat 
pembangunan hukum Indonesia, khususnya Hukum Administrasi Negara. 
 Dapat dipahami bahwa penerapan pasal 116 khususnya mengenai 
upaya paksa sebagai penyangga (baca: tulang belakang) agar putusan 
PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan masih 
menjadi kelemahan kontroversial dan fundamental bagi efektifnya 
penegakan hukum di bidang administrasi/tata usaha negara. Walaupun 
                                                          
8 UU No.51 tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang 
PTUN, khususnya Pasal 116 tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Perubahan 
yang ada hanya bersifat perubahan redaksional bukan substansi, sehingga tetap masih 




telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali terhadap undang-undang ini 
tapi masih saja dipertanyakan oleh banyak orang. Hal ini tentu saja 
menjadikan penerapan upaya paksa yang diatur dalam Pasal 116 UU 
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 
Tahun 1986 tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif 
keilmuan, terutama dari aspek hukum. 
 Maka dari itu, penulis tertarik ingin membahas dan mengetahui 
lebih lanjut mengenai penerapan upaya paksa yang dimuat dalam Pasal 
116 Undang-Undang terbaru tentang PTUN (UU No 51 Tahun 2009) 
tersebut, dan selanjutnya agar penelitian ini lebih terarah, maka lingkup 
penelitian dibatasi dengan memberi judul: Penerapan Upaya Paksa 
Putusan di Pengadilan TUN Makassar. 
B. Rumusan Masalah 
1) Bagaimana penerapan upaya paksa putusan di Pengadilan TUN 
Makassar? 
2) Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan upaya paksa 
putusan di Pengadilan TUN Makassar? 
C. Tujuan Penilitian 
1) Untuk mengetahui penerapan upaya paksa putusan di Pengadilan 
TUN Makassar 
2) Untuk mengetahui  faktor yang mempengaruhi penerapan upaya 
paksa putusan di Pengadilan TUN Makassar. 
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D. Kegunaan Penilitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1) Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan 
sumbangsi pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru 
dalam bidang hukum administrasi negara. Juga dapat memberikan 
sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca 
pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para 
akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum 
adminstrasi negara. 
2) Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan 
pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan 






A. Negara Hukum 
Sebelum menguraikan mengenai Teori Negara Hukum, maka akan 
diuraikan mengenai pengertian negara menurut para sarjana. Mengenai 
pengertian negara, terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh 
para sarjana sebagaimana dikutip oleh Max Boli Sabon, dkk sebagai 
berikut:9 
1. Aristoteles 
“Negara (polis) adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna 
memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.” 
2. Jean Bodin 
“Suatu persekutuan keluarga-keluarga dengan segala 
kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang 
berdaulat.” 
3. Hugo Grotius 
“Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-
orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.” 
4. Bluntschi 
“Negara adalah diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi 
politik di suatu daerah tertentu.” 
                                                          
9 Max Boli Sabon, dkk, 1992,  Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa, PT. Gramedia 




5. Hans Kelsen 
“Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan 
tata paksa.” 
6. Woodrow Wilson 
“Negara adalah rakyat yang terorganisir untuk hukum dalam 
wilayah tertentu.” 
7. Diponolo 
“Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang 
dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atau suatu 
umat di suatu daerah tertentu. Bagaimana bentuk dan coraknya, 
negara selalu merupakan organisasi kekuasaan. Organisasi 
kekuasaan ini selalu mempunyai tata pemerintahan. Dan tata 
pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di 
daerah tertentu.” 
Dari pengertian-pengertian tentang negara tersebut, menurut 
penulis pengertian negara oleh Diponolo memberikan uraian yang 
sederhana, jelas, dan terperinci. Dimana negara selalu merupakan 
organisasi kekuasaan, mempunyai tata pemerintahan, dan tata 
pemerintahan yang ada selalu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di 
daerah tertentu. 
1. Teori Negara Hukum 
Setelah menguraikan mengenai pengertian negara, mengenai makna 
negara hukum sendiri, sejak dahulu kala orang telah mencari akan arti 
Negara Hukum, dan Aristoteles di antaranya yang mengemukakannya. 
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Pengertian Negara Hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dari 
pada negara dalam perumusannya yang masih terikat kepada “Polis”. 
Aristoteles berpendapat bahwa pengertian Negara Hukum itu timbul 
dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan 
berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang 
mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (vlakte staat). Dalam 
polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (ecclesia), 
dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan 
penyelenggaraan negara.10 
Yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di 
atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan 
merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga 
negaranya,dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa 
susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. 
Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika 
peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar 
warga negaranya. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara 
bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan 
penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. 
Oleh karena itu kata Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik 
manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil 
                                                          
10 Kusnardy Moh., Ibrahim Harmaily, 1976, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 
Cetaka Kelima, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
dan CV “Sinar Bakti”, hlm. 153 
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akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya. Ajaran Aristoteles ini 
sampai sekarang masih menjadi idaman bagi para negarawan untuk 
menciptakan suatu negara hukum.11 
Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang 
diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurut nya ada 
tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: Pertama, pemerintahan 
dilaksanakan untuk kepentingan umum; Kedua, pemerintahan 
dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-
ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang 
yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; Ketiga, pemerintahan 
berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan ataskehendak 
rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintah 
despotik.12 
1.1. Negara Hukum (rechsstaat) 
Gagasan negara hukum masih bersifat samar-samar dan 
tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian kembali secara 
lebih eksplisit pada abad ke-19 yaitu dengan munculnya konsep rechstaat 
dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. 
Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (rechstaat) adalah sebagai 
berikut: 
a. Perlindungan hak-hak asasi manusia; 
                                                          
11 Ibid hlm. 154 
12 HR Ridwan, op.cit.,  hlm. 2 
 15 
 
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak 
itu; 
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;dan 
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 
 Negara hukum rechtsstaat pada dasarnya bertumpu pada sistem 
hukum kontinental romawi-jerman yang disebut civil law system. Salah 
satu ciri utama dari sistem hukum ini adalah melakukan pembagian dasar 
ke dalam hukum privat dan hukum publik. 
 Dua orang sarjana barat yang berjasa dalam pemikiran negara 
hukum, yaitu Immanuel Kant dan Julius Stahl telah mengemukakan buah 
pikiran mereka. Kant memahami negara hukum sebagai 
Nachtwachterstaat (negara penjaga malam) yang tugasnya adalah 
menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan negara hukum 
menurut konsep Kant ini dinamakan negara hukum liberal. Sedangkan 
negara hukum menurut Stahl ini dinamakan negara hukum formil.13 
1.2. Negara Hukum (rule of law) 
 Pada wilayah Anglosaxon, muncul pula konsep negara hukum (rule 
of law) dari A.V Dicey tahun 1885 dalam bukunya yang berjudul 
introduction to the study of the law constitution, dengan unsur-unsur 
sebagai berikut: 
                                                          
13 Zairin Harahap, 2014, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan ke-8,  
Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 7 
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a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak 
adanya kekuasaan sewenang-wenang (absance of arbitrary 
power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau 
melanggar hukum; 
b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before 
the law). Dalil ini  berlaku baik untuk orangbiasa maupun untuk 
pejabat; dan 
c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain 
oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan 
pengadilan. 
 Sistem Anglo-Saxon tidak menjadikan peraturan perundang-
undangan sebagai sendi utama sistemnya, sendi utamanya adalah 
yurisprudensi. Sistem hukum ini berkembang dari kasus-kasus konkret 
dan dari kasus  konkret tersebut lahirlah berbagai kaidah dan asas hukum 
(case law system).14 
1.3. Negara Hukum Pancasila 
  Bila mengkaji Negara Indonesia, maka Negara Indonesia 
merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Menurut Sri 
Soemantri Martosoewignjo, unsur-unsur negara hukum Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila, yaitu: 
a. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan 
warga negara; 
                                                          
14 Ibid, hlm. 9 
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b. Adanya pembagian kekuasaan; 
c. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah 
harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang 
tertulis maupun yang tidak tertulis; 
d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan 
kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan 
pemerintah, sedang khusus untuk Mahkamah Agung harus juga 
merdeka dari pengaruhpengaruh lainnya. 
 Bilamana Sri Soemantri Martosoewignjo, memberikan ciri negara 
hukum yang berdasarkan Pancasia, maka Philipus M Hadjon lebih tegas 
lagi dengan memberikan ciri negara hukum Pancasila, bukan lagi negara 
hukum yang berdasarkan atas Pancasila. Ciri negara hukum Pancasila 
menurut Philipus M Hadjon adalah sebagai berikut: 
a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan 
asas kerukunan; 
b. Hubungan fungsional yang proporsional antara 
kekuasaankekuasaan negara; 
c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan 
merupakan sarana akhir 
d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban 
 Apabila diperbandingkan antara pendapat kedua guru besar 
tersebut, seakan terdapat perbedaan yang signifikan, akan tetapi bila 
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disimak secara saksama, maka terlihat jelas bahwa Sri Soemantri melihat 
negara hukum Pancasila dari sudut yuridis formal yang diatur di dalam 
Undang–Undang Dasar 1945, sedangkan Philipus M Hadjon, mengkaji 
negara hukum Pancasila dari sisi jiwa atau roh negara hukum Pancasila. 
Dengan istilah lain, Philipus M Hadjon mengkaji negara hukum Pancasila 
dari aspek material atau isi dari apa yang dicirikan oleh Sri Soemantri. 
Selanjutnya Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa negara 
hukum pancasila tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan dengan 
rechtsstaat maupun rule of law dengan alasan sebagai berikut : 
a. Baik konsep rechtsstaat maupun rule of law  dari latar belakang 
sejarahnya lahir dari suatu usaha menentang kesewenang-
wenangan penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia sejak 
perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk 
kesewenangan atau absolutisme; 
b. Baik konsep rechtsstaat maupun rule of law menempatkan 
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai titik 
sentral, sedangkan Negara Republik Indonesia yang menjadi titik 
sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat 
berdasarkan asas kerukunan; 
c. Untuk melindungi hak asasi manusia rechtsstaat mengedepankan 
prinsip wetmatigheid dan rule of law mengedepankan prinsip 
equality before the law, sedangkan Negara Republik Indonesia 
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mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara 
pemerintah dan rakyat.15 
Meskipun indonesia tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu 
kelompok negara hukum di atas, namun akibat penjajahan belanda yang 
menganut sistem hukum kontinental, maka pembentukan negara hukum 
dan sistem hukum di indonesia banyak terpengaruh oleh sistem hukum 
kontinental (rechtsstaat). Bahkan dalam setiap GBHN selalu disebutkan 
bahwa pembangunan hukum nasional dilakukan dengan kodifikasi dan 
unifikasi hukum. Dalam rangka kodifikasi dan unifikasi hukum perlu diikuti 
dengan langkah-langkah penyusunan peraturan perundang-undangan 
nasional yang dijadikan prioritas, sedangkan terhadap putusan pengadilan 
(yurisprudensi) hanya dilakukan penyusunan (inventarisasi) sebagai 
sumber pembentukan hukum melalui peradilan. Kodifikasi,unifikasi dan 
inventarisasi putusan pengadilan merupakan tradisi rechtsstaat.16 
1.4. Nomokrasi Islam 
Istilah Nomokrasi Islam adalah untuk menyebutkan konsepnegara 
hukum dilihat dari sudut Islam atau lebih memperlihatkan kaitan negara 
hukum itu dengan hukum Islam. Nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang 
didasarkan kepada hukum-hukum Islam yang berasal dari Allah, karena 
Tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nya lah yang konkret. 
                                                          
15 Philipus M. Hadjon, Op.Cit., hlm. 83. 
16 Zairin Harahap, op.cit., hlm. 14 
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Suatu miskonsepsi atau pemahaman yang tidak benar terhadap 
konsep negara dari sudut Islam adalah menyebutkannya sebagai 
teokrasi.teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengakui 
Tuhan atau Dewa sebagai Raja atau “Penguasa Dekat”. Oleh karenanya, 
teokrasi lebih tepat ditujukan kepada negara yang dipimpin oleh Paus, 
Vatikan. Ajaran Islam sangat egaliter atau mengutamakan persamaan, 
sehingga tidak mungkin dapat dibenarkan sekelompok ahli agama 
mengklaim diri mereka sebagai “Wakil Tuhan” untuk berkuasa dalam 
suatu negara. 
Muhammad Tahir Azhary, dengan mengambil inspirasi dari sistem 
hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau 
Negara Hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu:17 
a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah; 
b. Prinsip musyawarah; 
c. Prinsip keadilan; 
d. Prinsip persamaan; 
e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia; 
f. Prinsip peradilan yang bebas; 
g. Prinsip perdamaian; 
h. Prinsip kesejahteraan; 
                                                          
17 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, ”Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Jurnal Konsep 
Negara Hukum  Indonesia, Fakultas Hukum Unhas 
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i. Prinsip ketaatan rakyat. 
1.5. Socialist Legality 
Munculnya konsep negara hukum ini lebih dilatarbelakangi hendak 
mengimbangi konsep negara hukum rule of law yang dipelopori oleh 
negara-negara anglo-saxon. 
Substansi dari negara hukum socialist legality ini berbeda dengan 
konsep negara hukum rechsstaat atau rule of law. Dalam negara hukum 
socialist legality hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah 
sebagai alat untuk mecapai sosialisme. Hak perseorangan dapat 
disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut 
mendapat perlindungan. 
Tradisi hukum sosialis bukan terutama didasarkan pada pernanan 
peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, melainkan pada dasar 
kebijaksanaan ekonomi dan sosial. Menurut padangan ini, hukum adalah 
instrumen (alat) kebijaksanaan dalam bidang ekonomi atau sosial 
(instrumen of economic and social policy).18 
2. Negara Hukum Indonesia dan Peradilan Administrasi 
Konsep rechsstaat lahir dari suatu perjuangan yang menentang 
absolutisme sehingga sifatnya dapat dikatakan sangat revolusioner. 
Konsep rechsstaat bertumpu atas sistem kontinental yang disebut civil law 
atau modern roman law. Karakteristik civil law adalah administratif. 
Konsep peradilan administrasi negara merupakan suatu sarana yang 
                                                          
18 Zairin Harahap, op.cit., hlm. 12 
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sangat penting dan sekaligus pula ciri yang menonjol pada rechsstaat itu 
sendiri.19 
Apabila kita melihat ke belakang, maka sejarah menunjukkan bahwa 
keinginan untuk memiliki peradilan tata usaha negara secara lebih konkret 
sudah mulai dirintis oleh Wirjono Prodjodikoro sejak tahun 1949. Hal itu 
dapat diketahui dari naskah Rancangan Undang-Undang Tahun 1949 
tentang Acara Dalam Soal Tata Usaha Pemerintahan. 
Indonesia sebagai negara hukum tengah berusaha meningkatkan 
kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang. 
Kesejahteraan itu hanya dapat dicapai dengan melakukan aktivitas-
aktivitas pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan 
pembangunan multi kompleks sifatnya tidak dapat dipungkiri bahwa 
aparatur pemerintahan memainkan peranan yang sangat besar. 
Konsekuensi negative atas peran pemerintah tersebut adalah munculnya 
sejumlah penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan 
kewenangan (detournement de pouvoir), pelampauan batas kewenangan 
(exces de pouvoir), sewenang-wenang (wille-keur), pemborosan 
(inefficiency), dan sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan yang 
dilakukan oleh aparat pemerintah itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja. 
Disamping itu, juga diperlukan sarana hukum untuk memberikan 
perlindungan hukum bagi rakyat. 
                                                          
19 Ibid, hlm. 16 
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Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindak pemerintahan 
tidak dapat ditampung oleh peradilan umum yang ada. Oleh karena itu, 
diperlukan dengan adanya suatu peradilan khusus yang dapat 
menyelesaikan masalah tersebut, yakni; sengketa antara pemerintah 
dengan masyarakat. Peradilan ini dalam tradisi rechsstaat disebut dengan 
peradilan administrasi. Begitu pentingnya peradilan administrasi ini untuk 
memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas tindak pemerintahan, 
maka UU 14/1970 secara tegas menyebutkan dalam Pasal 10 ayat(1) 
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam 
lingkungan; a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; 
d. Peradilan Tata Usaha Negara. 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 144 dapat 
disebut Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara, maka dewasa ini 
perlindungan hukum terdapat warga masyarakatatas perbuatan yang 
dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui tiga badan, yakni 
sebagai berikut: 
a. Badan Tata Usaha Negara, dengan melalui upaya administrative. 
b. Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 2009 atas Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
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c. Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata). 
 
B. Peradilan Tata Usaha Negara 
1. Pengertian, Asas, dan Kompetensi PTUN 
1.1. Pengertian 
 Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di 
bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi 
rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara. 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebuah 
lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang 
berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan 
tingkatpertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. 
20 
 Prof. Ir. S. Prajudi Atmosudirdjo, SH memberikan pengertian 
Peradilan Tata Usaha Negara dalam arti luas dan dalam arti sempit. 
a. Dalam arti luas 
“Peradilan yang menyangkut Pejabat-pejabat dan Instansi-instansi 
Administrasi Negara, baik yang bersifat perkara pidana, perkara 
                                                          
20 Fajlurahman  Jurdi, dkk, 2015, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rangkang 
Education., Yogyakarta, jlm. 47 
 25 
 
perdata, perkara agama, perkara adat, dan perkara administrasi 
Negara.” 
b. Dalam arti sempit 
“Peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara administrasi 
negara murni semata-mata.” 
 Menurut Rozali Abdullah, Hukum Acara PTUN rangkaian 
peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana harus bertindak satu 
sama lain, untuk melaksanakan berjalannya peraturan Tata Usaha Negara 
atau Administrasi Negara. Hukum ini mengatur cara bersengketa di 
Peradilan TUN serta mengatur hak dan kewajibandari pihak terkait dalam 
proses penyelesaian sengketa21 
 Hukum Acara PTUN dalam UU PTUN dimuat dalam Pasal 53 
sampai dengan Pasal 144. UU PTUN terdiri atas 145 pasal, dengan 
demikian komposisi hukum materiil dan hukum formilnya adalah; hukum 
materiil sebanyak 56 pasal, sedangkan hukum formil sebanyak 89 pasal. 
1.2.  Asas-asas Hukum Acara PTUN 
Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Asas hukum merupakan 
jantungnya peraturan hukum, dikarenakan  merupakan landasan yang 
paling luasbagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-
peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas 
                                                          
21 Sahabat Gembel, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 
(https://sahabatgembel.wordpress.com/2015/10/03/hukum-acara-peradilan-tata-usaha-
negara/), diakses pada  5/11/16  21:32 
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tersebut, asas hukum  ini layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan 
hukum, kemudian Satjipto Rahardjo menambahakan bahwa dengan 
adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-
peraturan, maka hal itu disebabkan  oleh karena asas itu mengandung 
nilai-nilai dan tuntutan etis.22 
Adapun menurut Scholten memberikan definisi asas hukum adalah 
pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem 
hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan hakim, yang 
berkenan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan 
individual dapat dipandang sabagai penjabaranya. 
Asas hukum yang terdapat di dalam Hukum Acara Peradilan Tata 
Usaha Negara : 
1) Asas praduga rechtmatig. Asas ini menyatakan setiap tindakan 
pemerintahan selalu dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan 
(pasal 67ayat (1) UU PTUN). 
2) Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan 
keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang disengketakan, kecuali 
ada kepentingan yang mendesak dari penggugat (pasal 67 ayat 1 
dan ayat 4 huruf a). 
                                                          
22 Ius Yusep, Pengertian Asas dan Kompetensi PTUN 
(http://iusyusephukum.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-asas-asas-dan-kompetensi-
ptun.html) diakses pada 5/11/16 21:44 
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3) Asas para pihak harus didengar. Maksudnya para pihak 
mempunyai kedudukan yang sama dan harus diperlakukan dan di 
perhatikan secara adil. Hakim tidak dibenarkan hanya 
memperhatikan alat bukti, keterangan atau penjelasan salah satu 
pihak saja. 
4) Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis. Maksudnya baik 
pemeriksaan di judex feeti maupun di Mahkamah Agung. 
5) Asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. 
Maksudnya bebas dari campur tangan pihak lain baik secara 
langsung maupun tidak bermaksud untuk mempengaruhi 
keputusan pengadilan. 
6) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya 
ringan. Maksudnya sederhana dalam hukum acara, waktu yang 
relatif cepat dalam waktu dan murah dalam biaya ringan. 
7) Asas hakim aktif.maksudnya ada rapat permusyawarahan untuk 
menentukan gugatan dapat diterima atau tidak yg disertai 
pertimbangan-pertimbangan, pemeriksaan persiapan untuk 
memeriksa kejelasan gugatan, hakim dapat memeritahkan tergugat 
memberikan info-info yang dibutuhkan penggugat. 
8) Asas sidang terbuka untuk umum. Maksudnya asas ini membawa 
konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan 
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam siding 
terbuka untuk umum. 
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9) Asas peradilan berjenjang. Maksudnya Jenjang peradilan dimulai 
dari tingkat yang terbawah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN), kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
(PTTUN), dan puncaknya adalah Mahkamah Agung (MA). Dengan 
dianutnya Asas ini, maka kesalahan dalam putusan yang lebih 
rendah dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Terhadap 
putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat 
diajukan upaya hukum banding kepada PTTUN dan kasasi ke MA. 
Sedangkan keputusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap 
dapat diajukan upaya permohonan peninjauan kembali kepada MA. 
10) Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan 
keadilan (ultimum remedium). Maksudnya  Sengketa administrasi  
sedapat mungkin diupayakan dulu penyelesaiannya melalui 
musyawarah mufakat (upaya administratif), apabila musyawarah 
tidak mencapai mufakat, maka barulah penyelesaian melalui PTUN 
dilakukan. 
11) Asas Obyektifitas. Maksudnya hakim atau panitera, apabila terikat 
hubungan  sedarah, semenda sampai derajat ketiga  atau 
hubungan  suami istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, 
penggugat, penasihat hukum atau antara hakim dengan panitera 
atau hakim dan panitera tersebut mempunyai kepentingan 
langsung atau tidak langsung dengan sengketanya.23 
                                                          




1.3. Kompetensi PTUN 
 Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). 
Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu 
perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. 
Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk 
mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan 
kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu 
perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. 
a) Kompetensi Relatif 
Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas 
daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan 
pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu 
sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa 
(Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum 
yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. 
Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat 
dalam Pasal 6 dan Pasal 54. 
Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 
51 Tahun 2009 menyatakan : 
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(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota 
Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah 
Kabupaten/Kota. 
(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di 
ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah 
Provinsi. 
Untuk saat sekarang PTUN masih terbatas sebanyak 26 dan 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) ada 4 yaitu 
PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar di seluruh wilayah 
Indonesia, sehingga PTUN wilayah hukumnya meliputi beberapa 
kabupaten dan kota. Seperti PTUN Medan wilayah hukumnya 
meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara dan PT.TUN wilayah 
hukumnya meliputi provinsi-provinsi yang ada di Sumatera. 
Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat 
kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak 
Penggugat dan Tergugat. 
Dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 
2004 jo UU No. 51 Tahun 2009  menyebutkan gugatan dapat 
diajukan kepada PTUN tempat kedudukan (domisili) tergugat. 
Apabila tergugatnya lebih dari satu, maka gugatan dapat diajukan 
keapda PTUN dari tempat kedudukan salah satu tergugat. Gugatan 
juga dapat diajukan melalui PTUN tempat kedudukan penggugat 
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untuk diteruskan kepada PTUN tempat kedudukan (domisili) dari 
tergugat. PTUN Jakarta, apabila penggugat dan tergugat 
berdomisili di laur negri. Sedangkan apabila tergugat berkedudukan 
di dalam negeri, maka gugatan dapat diajukan kepada PTUN 
tempat kedudukan tergugat. 
 
b) Kompetensi Absolut 
Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata 
Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, 
materi atau pokok sengketa. Kompetensi absolut PTUN adalah 
sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha 
Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan 
atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, 
sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, 
termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 
Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009). 
 Keberadaan PTUN bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan 
bernegara dan berbangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. 
Karena itu, diperlukan persamaan di depan hukum yang tidak hanya 
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mengatur warga negara dengan warga negara, tetapi juga antara warga 
negara dengan pemerintah. 24 
2. Subyek, Pangkal, Obyek Sengketa TUN 
2.1. Subyek Sengketa TUN 
a. Penggugat 
Penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang 
merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara 
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang 
yang berisi tata tuntutan agar Keputusan tata usaha negara yang 
disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai ganti 
rugi dan rehabilitasi.25 
Alasan mengajukan gugatan menurut Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 
Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 adalah: 
 Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan 
keputusan sebagaiaman dimaksud dalam ayat (1) telah 
menggunakan wewenagnya untuk tujuan lain dari maksud 
diberikannya wewenang tersebut. 
                                                          
24 Darda Syahrizal, 2012, Hukum Administrasi Negara  dan Pengadilan Tata Usaha 
Negara, Pustaka Yustisia., Yogyakarta, hlm. 79 





 Badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan 
atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang 
tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada 
pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. 
b. Tergugat 
Dalam Pasal 1 ayat (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas UU No 9 Tahun 2004 tentang PTUN menyebutkan 
pengertian Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang 
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau 
yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum 
perdata. 
Yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara 
menurut Pasal 1 ayat (8) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN disebutkan, “Badan atau 
Pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan 
pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
c. Pihak Ketiga yang berkepentingan 
Dalam Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo 
UU No. 51 Tahun 2009 disebutkan: 
“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan 
dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik 
atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas 
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prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan 
bertindak sebagai: 
 Pihak yang membela haknya, atau 
 Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang 
bersengketa” 
 
2.2. Pangkal Sengketa TUN 
 Perbuatan administrasi Negara (TUN) dapat dikelompokkan 
kepada 3 macam perbuatan yakni: mengeluarkan keputusan, 
mengeluarkan peraturan perundang-undangan, dan melakukan perbuatan 
materil. 
 Dalam melakukan perbuatan tersebut, badan atau pejabat tata 
usaha negara tidak jarang terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang, 
dan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian, 
bagi yang terkena tindakan tersebut. 
Pasal 1 ayat (10) UU No. 51 Tahun 2009 PTUN, yang 
menyebutkan sebagai berikut: “Sengeketa tata usaha negara adalah 
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau 
badan hukum perdata, dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, 
baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya 
keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
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 Adapun yang menjadi pangkal sengketa TUN adalah akibat dari 
dikeluarkannya KTUN. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 
2009 PTUN yang dimaksud dengan KTUN adalah: “Suatu penetapan 
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang 
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, 
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum 
Perdata”. 
2.3. Obyek Sengketa TUN 
 Obyek sengketa di PTUN adalah keputusan tata usaha negara 
(KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) dan keputusan fiktif 
negatif:26 
a. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak 
mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, 
maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha 
Negara. 
b. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak 
mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu 
sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan 
dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan 
yang dimaksud. 
                                                          
26 Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 
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Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 
tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya 
permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan 
dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. 
 Ada beberapa keputusan TUN yang tidak termasuk pengertian 
keputusan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu yang 
disebut dalam Pasal 2, yaitu: 
a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum 
perdata; 
b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang 
bersifat umum; 
c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan 
persetujuan; 
d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan 
ketentuan Kitab 
e) Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang 
bersifat hukum pidana; 
f) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
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g) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia; 
h) Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, 
mengenai hasil pemilihan umum. 
 
3. Penyelesaian Sengketa TUN 
Pasal 48 UU No 5 Tahun 1986 tentang UU PTUN menyebutkan: 
(1) Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha Negara diberi 
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk menyelesaikan secara administratif 
sengketa tata usaha Negara tertentu, maka sengketa tata 
usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya 
administratif yang tersedia. 
(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan 
menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 1, jika selutuh upaya administratif yang 
bersangkutan telah digunakan. 
Dengan demikian upaya administatif itu merupakan prosedur yang 
digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk 
menyelesaiakan sengketa TUN yang dilakssanakan di lingkungan 
pemerintah sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas).yang terdiri dari 
prosedur keberatan dan prosedur banding administratif.  
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Tabel 1. Prosedur Penyelesaian Sengketa TUN
 
Upaya peradilan artinya upaya melalui Badan Peradilan, gugatan 
ke Pengadilan Tata Usaha NegaraTingkat I, banding ke Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara, kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya administrative 
artinya upaya melalui Instansi atau Badan Tata Usaha Negara 
(dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan). Prosedur ini terdiri atas 
dua bentuk yaitu:27 
Pertama, Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh 
instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang 
bersangkuta, prosedur tersebut dinamakan banding administratif. Contoh 
banding administrative antara lain: Keputusan Badan Pertimbangan 
Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keputusan Panitia 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang 
                                                          
27 A. Siti Hoetami , 2001, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Refika Aditama,., 












Pemutusan hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Keputusan Gubernur 
berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Gangguan Staatsblad 
1926 Nomor 226. 
Kedua, Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara 
tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang mengeluarkan keputusan itu, prosedur yang harus ditempuh 
tersebut disebut keberatan. 
Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut telah ditempuh, 
dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum puas, maka barulah 
persoalannya dapat digugat dan diajukan ke pengadilan. Penyelesaian 
melalui peradilan ini menurut Pasal 51 ayat (3)28 harus diajukan ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap putusan PTUN diatas, dapat 
diajukan permohonan kasasi. 
4. Putusan PTUN 
Putusan Pengadilan dapat berupa: 
a. Gugatan ditolak, yaitu apabila penerbitan obyek sengketa terbukti 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik. 
                                                          
28 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ngara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48. 
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b. Gugatan dikabulkan, yaitu apabila penerbitan obyek sengketa 
aquoterbukti bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik. 
c. Gugatan tidak diterima, yaitu apabila formalitas gugatan 
Penggugat tidak terpenuhi atau eksepsi Tergugat dikabulkan 
(misalnya : gugatan telah lewat waktu atau Penggugat tidak punya 
kepentingan). 
d. Gugatan gugur, yaitu dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak 
hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang 
ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat 
dipertanggungjawaban meskipun setiap kali dipanggil dengan 
patut. 
Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan 
tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat 
berupa: 
1) Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan, atau 
2) Pencabutan keputusan TUN dan menerbitkan keputusan yang 
baru, atau 
3) Penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada 
Pasal 3 UU Peratun (keputusan fiktif negatif). 
Putusan Pengadilan harus memuat : 
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1) Kepala Putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
2) Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat 
kedudukan para pihak yang bersengketa. 
3) Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. 
4) Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal 
yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. 
5) Alasan hukum yang menjadi dasar putusan. 
6) Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. 
7) Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, 
serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. 
Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum, jika tidak dilakukan maka putusan pengadilan tidak sah dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 
Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada 
waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang 
salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang 
bersangkutan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa “Dalam hal 
sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat 
Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan”. Bagaimana cara 
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membuat pendapat yang berbeda (dissenting opinion), serta bagaimana 
format putusannya sebaiknya diseragamkan oleh Mahkamah Agung 




5. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) 
Putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.29 Didalam putusan yang berkekuatan 
hukum tetap tersebut, Panitera membuat catatan pada halaman terakhir di 
dalam putusan asli. Putusan pengadilan yang belum memperoleh 
kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata 
lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dapat 
dimintakan eksekusinya. 
Azas Prae Sumptio Iustae Causa (Azas Praduga Keabsahan 
Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara) berlaku dalam hukum 
administrasi negara. Asas ini mendalilkan bahwa sebuah keputusan 
administrasi dianggap sah dan harus dijalankan, sampai ada pembatalan 
dari pengadilan, dalam hal ini pengadilan administrasi (PTUN). Berkenaan 
dengan kasus dalam hukum administrasi, pijakan asas ini menunjukkan  
urgensi dari sebuah putusan pengadilan untuk mengoreksi putusan 
pejabat tata usaha negara yang keliru. Dengan putusan pengadilan 
tersebut putusan pejabat tata usaha negara dapat ditunda atau dibatalkan 
keberlakuannya. 
Pelaksanaan putusan judicial adalah kunci utama untuk 
memberikan keadilan bagi para pencari keadilan dalam sengketa di 
Pengadilan, dalam hal ini khususnya terkait  sengketa hukum administrasi 
negara antara warga negara dengan pemerintah. Karena dengan 
                                                          
29 Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN 
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pelaksanaan putusan tersebut, putusan hakim benar-benar dapat menjadi 
koreksi atas tindakan pemerintah dan mengambalikan hak warga negara. 
Sebaliknya jika putusan pengadilan tidak dijalankan tentu akan 
menghambat akses warga negara terhadap keadilan. Mengingat dalam 
negara hukum (Rechtstaats), peradilan administrasi menjadi salah satu 
kunci untuk mewujudkan negara hukum yang memberikan jaminan 
kepada setiap warga negara terhadap tindakan pemerintah, dengan 
tujuan agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang ataupun 
kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana 
dikemukakan Anna Erliyana mengutip W.R. Wade & C.F. Forsyth yang 
menegaskan bahwa tujuan utama dari Hukum Administrasi : the primary 
purpose of administrative law, therefore, is to keep the powers of 
government within their legal bounds, so as to protect the citizen against 
their abuse. 
Jika dibaca dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pelaksanaan putusan 
PTUN diatur sebagai berikut: 
(1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat 
oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan 
yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambatlambatnya 
dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. 
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(2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) 
huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak 
mempunyai kekuatan hukum lagi. 
(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf 
c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata 
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat 
mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat 
melaksanakan putusan pengadilan tersebut. 
(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa 
berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi 
administratif. 
(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media 
massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
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(6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus 
mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut 
melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga 
perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. 
(7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi 
administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa 
dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-
undangan. 
 
C. Upaya Paksa dalam Peradilan Tata Usaha Negara 
1. Upaya Paksa 
 Menurut Harifin A. Tumpa30, untuk terlaksananya suatu putusan 
terdapat dua upaya yang dapat ditempuh yaitu: 
a) Upaya paksa langsung, yaitu penggugat memperoleh prestasi dari 
tergugat sesuai dengan apa yang ditentukan atau diperintahkan 
oleh hakim upaya ini dapat dibedakan dalam dua cara, yaitu: 
i) Eksekusi riil, yaitu secara langsung tergugat dipaksakan untuk 
memenuhi apa yang diperintahkan oleh hakim. Cara ini adalah 
untuk melaksanakan prestasi yang berupa: untuk menyerahkan 
                                                          
30 Harifin A. Tumpa, 2010, Memahami Eksistensi Uang Paksa (dwangsom) dan 
Implementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 47 
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sesuatu barang selain dari uang. melakukan atau tidak 
melakukan. Dengan singkat dapat dikatakan hukuman untuk 
memenuhi suatu prestasi selain dari suatu jumlah uang 
dilaksanakan dengan suatu eksekusi riil; 
ii) Hukuman untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran 
sejumlah uang, dilaksanakan dengan lebih dahulu mengadakan 
pemblokiran (penyitaan) barang–barang bergerak maupun tidak 
bergerak milik penggugat, kemudian barang-barang tersebut 
dijual (dilelang) dan hasilnya digunakan untuk pembayaran 
sesuai dengan jumlah yang harus dibayar oleh tergugat. Cara 
ini disebut verhaal executie; 
b) Upaya paksa tidak langsung, yaitu pemenuhan prestasi tercapai 
dengan melalui tekanan phychis kepada tergugat agar ia dengan 
sukarela memenuhi prestasi. upaya ini dikenal dengan dua cara 
yaitu: 
i) Penerapan gijzeling (sandera), yaitu hakim menetapkan bahwa 
apabila terhukum tidak mau memenuhi prestasi yang ditetapkan 
maka terhukum disandera. Penerapan sandera ini dapat 
diterapkan dalam setiap putusan kondemnator. Penerapan 
sandera sekarang ini tidak diperkenankan sesuai dengan Surat 
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 




ii) Penerapan Dwangsom (uang paksa) yaitu hakim menetapkan 
suatu hukuman tambahan kepada si terhukum untuk membayar 
sejumlah uang kepada si penggugat didalam hal ini si terhukum 
tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan 
dimana dimaksudkan untuk menekan agar si terhukum tersebut 
memenuhi hukuman pokok secara sukarela. Masalah uang 
paksa di Indonesia tidak diatur dalam HIR maupun RBg. Dahulu 
sewaktu masih berlakunya Rv masalah uang paksa tersebut 
diatur dalam Pasal 6061 dan Pasal 606b.  
2. Jenis Putusan yang Dapat dikenakan Upaya Paksa 
Menurut sifatnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat 
berupa putusan deklaratoir yaitu yang bersifat menerangkan saja, putusan 
konstitutif yaitu yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan 
hukum yang baru dan putusan condemnatoir yaitu bersifat penghukuman 
atau berisi kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu terhadap yang 
kalah, sedangkan menurut isi putusan berdasarkan ketentuan Pasal 97 
ayat (7) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
dapat berupa: Gugatan ditolak, Gugatan dikabulkan, Gugatan tidak 
diterima dan Gugatan gugur. 
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Dari macam isi dan sifat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 
tersebut tidak semua putusan dapat dikenakan Upaya Paksa melainkan 
hanya putusan putusan yang memenuhi syarat saja, antara lain31 : 
a. Putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan, yaitu apabila dari 
hasil pemeriksaan di persidangan temyata dalil-dalil dari posita 
gugatan Penggugat telah terbukti secara formal maupun materiil 
dan telah dapat mendukung petitum yang dikemukakan Penggugat; 
b. Putusan bersifat condemnatoir, yaitu putusan yang sifatnya 
memberikan beban atau kewajiban untuk melakukan tindakan 
tertentu kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seperti : 
 Kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang 
dinyatakan batal/tidak sah. 
 Kewajiban menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara 
badan/pengganti. 
 Kewajiban mencabut dan menerbitkan Keputusan Tata 
Usaha Negara yang baru. 
 Kewajiban membayar ganti rugi. 
 Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa 
kepegawaian. 
c) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht 
Van Gewijsde), yaitu putusan pengadilan yang tidak dapat 
                                                          
31 Ujang Abdullah, 2010, Penerapan Upaya Paksa Berupaya Pembayaran Uang Paksa, 
Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3 
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diterapkan upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut. Sehingga 
macam isi dan sifat putusan yang lain seperti putusan yang sifatnya 
deklatoir, gugatan tidak diterima, gugatan gugur, apalagi gugatan 
ditolak tidak dapat dikenakan Upaya Paksa karena bukan putusan 
yang bersifat condemnatoir. 
3. Upaya Paksa dalam Undang-Undang tentang PTUN 
 
Indonesia sendiri mengaku sebagai negara hukum dan memiliki 
peradilan administrasi untuk  mendukung terwujudnya cita-cita 
rechtstaats. UU No. 5 Tahun 1986 menjadi dasar awal munculnya 
peradilan administrasi di Indonesia yang dikenal dengan UU Peradilan 
Tata Usaha Negara. UU ini sudah disempurnakan dua kali yakni dengan 
UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. Terkait dengan 
pelaksanaan putusan peradilan administrasi dalam UU PTUN telah diubah 
juga selama tiga kali. Adapun pengaturan mengenai upaya hukum paksa 
sendiri diatur dalam Pasal 116 UU PTUN setelah revisi pertama. Berikut 
adalah Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN dan beberapa 
perbedaan lainnya dengan undang-undang sebelumnya : 
Tabel 2. Perubahan Pasal 116 
UU No. 5 Tahun 1986 
 
UU No. 9 Tahun 2004 
 
UU No. 51 Tahun 2009 
 
1) Salinan putusan 
Pengadilan yang telah 
1) Salinan putusan 
Pengadilan yang telah 
1) Salinan putusan 





dikirimkan kepada para 
pihak dengan surat 
tercatat oleh Panitera 
Pengadilan setempat 










dikirimkan kepada para 
pihak dengan surat 
oleh panitera 
pengadilan setempat 










dikirimkan kepada para 
pihak dengan surat 
oleh panitera 
pengadilan setempat 





dalam waktu 14 (empat 
belas) hari kerja; 
2) Dalam hal empat 
bulan setelah putusan 










dimaksud dalam Pasal 
97 ayat (9) huruf a, 
maka Keputusan Tata 
Usaha Negara yang 
bersangkutan itu tidak 
2) Dalam hal 4 
(empat) bulan setelah 
Putusan Pengadilan 
yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap 
sebagaimana 






dimaksud dalam Pasal 
97 ayat (9) huruf a, 
Keputusan Tata Usaha 
Negara yang 
disengketakan itu tidak 
2) Apabila setelah 60 
(enam puluh ) hari 
kerja putusan yang 
telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap 
sebagaimana 






dimaksud pada ayat 
dalam pasal 97 ayat 
(9) huruf a keputusan 
tata usaha Negara 










kekuatan hukum lagi. 
 





dimaksud dalam  Pasal 
97 ayat (9) huruf b dan 
c, dan kemudian 









dimaksud dalam ayat 









dimaksud dalam Pasal 
97 ayat (9) ayat (9) 
huruf b dan c, dan 
kemudian setelah 3 




















dimaksud dalam Pasal 
97 ayat (9) ayat (9) 
huruf b dan c, dan 
kemudian setelah 90 









dimaksud pada ayat 





4) Jika tergugat 
masih tidak mau 
melaksanakannya, 
4) Dalam hal tergugat 
tidak bersedia 
melaksanakan 




















sejumlah uang paksa 












sejumlah uang paksa 
dan atau sanksi 
adminsitratif; 
 
5) Instansi atasan 
sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 















dimaksud pada ayat 
(4) dimumkan pada 
media massa cetak 





dimaksud pada ayat 




dimaksud pada ayat 
(4) dimumkan pada 
media massa cetak 





dimaksud pada ayat 
(3). 
6) Dalam hal instansi 
atasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
 6) Disamping 
diumumkan pada 







dimaksud dalam ayat 
(5), maka Ketua 
Pengadilan 












dimaksud pada ayat 
(5), ketua pengadilan 
harus mengajukan 













  7) Ketentuan 
mengenai besaran 
uang paksa, jenis 
sanksi administratif, 
dan tata cara 
pelaksanaan 
pembayaran uang 








Mekanisme pelaksaan putusan Pengadilan TUN yang diatur dalam  
undang-undang PTUN terakhir yakni Pasal 116 Undang-Undang Nomor 
51 Tahun 2009 diatur mengenai upaya paksa. Yang dimana upaya paksa 
tersebut berupa sanksi pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi 
administrasi serta pengumuman di media massa cetak bagi Tergugat atau 
Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak bersedia melaksanakan putusan 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
3.1. Uang Paksa (dwangsom) 
Eksistensi uang paksa ini lazim dijumpai pada hampir setiap gugatan. 
Konkretnya dalam perkara perdata maka kerap dituntut adanya uang 
paksa oleh penggugat atau para penggugat kepada pihak tergugat/para 
tergugat.32 
Dasar pemberlakuan/penerapan dwangsom dalam praktik peradilan di 
Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606a dan Pasal 606 b Rv:  
Pasal 606 a.Rv  
“Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu 
yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan 
bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman 
tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya 
ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang 
paksa”.  
Pasal 606 b. Rv  
                                                          
32 Lilik Mulyadi, 2001, Tuntutan Uang Paksa (dwangsom) dalam Teori dan Praktik, 
Djambatan, Jakarta, hlm. 14 
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“Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum 
berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa 
yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru 
menurut hukum” 
Secara subtansial ketentuan pasal 606a Rv/RBg Pasal 611a ayat 
(1) Rv Belanda dengan tegas tidak ditemukan mengenai batasan dari 
tuntutan uang paksa, karena aspek demikian maka batasan uang paksa 
ini hanya bisa didapatkan melalui para doktrina, makna leksiokon maupun 
praktisi hukum, antara lain sebagai berikut33:  
1. Mr. P.A. Stein mengemukakan bahwa uang paksa sebagai34 : 
“Sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut 
diserahkan kepada Penggugat didalam hal sepanjang atau sewaktu–
waktu si terhukum tidak melaksnakan hukuman. Uang paksa ditetapkan 
didalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, 
maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran.” 
2. Mr. F.M.J. Jansen memberi batasan uang paksa sebagai :  
“Upaya eksekusi tidak langsung untuk memperoleh prestasi riil yang tidak 
dapat dicapai melalui upaya eksekusi biasa terkecuali secara khusus 
terhadap sila revindikasi.” 
3. J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetya menyebutkan uang 
paksa sebagai :  
“Uang Paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar 
karena perjanjian yang tidak dipenuhi.” 
4. Subekti dan Tjitrosoedibio menyebutkan bahwa uang paksa itu sebagai: 
                                                          
33 Hamdani, Efektivitas Uang Paksa dalam Sanksi Administrasi Negara, 
(http://kiemdhaninspiration.blogspot.co.id/2014/01/efektivitas-uang-paksa-dalam-
sanksi.html), diakses pada 5/12/16 22:23 
34Lilik Mulyadi, Op Cit, hlm. 14 
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“Sebegitu jauh suatu putusan pengadilan memutuskan penghukuman 
untuk sesuatu lain daripada untuk membayar sejumlah uang, maka 
dapatlah ditentukan didalamnya bahwa si terhukum tidak/belum 
memenuhi keputusan tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah uang 
yang ditetapkan dalam putusan itu, disebut uang paksa (pasal 605a Rv). 
Dengan demikian maka uang paksa ini merupakan suatu alat eksekusi 
secara tidak langsung.” 
Dari definisi/pengertian uang paksa tersebut diatas, maka tampak 
bahwa suatu dwangsom bersifat :  
a. Accesoir  
Dengan pengertian bahwa tidak ada dwangsom apabila tidak ada 
hukuman pokok. Dwangsom harus selalu mengikuti hukuman pokok 
dengan kata lain bahwa dwangsom tidak mungkin dijatuhkan tanpa 
hukuman pokok. Ketika seorang penggugat dalam dalil (posita) 
gugatannya menyatakan bahwa tergugat telah lalai menyerahkan barang 
yang dibelinya padahal barang tersebut telah dibayar lunas. Penggugat 
didalam petitum gugatannya tidak meminta agar tergugat dihukum untuk 
menyerahkan barang yang dibelinya tersebut penggugat hanya menuntut 
dwangsom, maka hakim tidak dapat mengabulkan permintaan uang paksa 
tersebut walaupun dalil gugatan penggugat terbukti. Apabila hukuman 
pokok telah dilaksanakan oleh terhukum maka dwangsom yang ditetapkan 
bersama hukuman pokok tadi tidak berkekuatan hukum lagi. Penggugat 
yang menuntut penyerahan barang yang dibelinya dan apabila tergugat 
lalai menyerahkan barang tersebut maka tergugat dihukum untuk 
membayar uang paksa dan hakim mengabulkan hukuman tersebut, maka 
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apabila tergugat telah menyerahkan barang yang dituntut itu kepada 
penggugat, maka dwangsom tidak berkekuatan hukum tetap lagi.  
b. Hukuman tambahan  
Ini berarti apabila hukuman pokok yang diterapkan oleh hakim tidak 
dipenuhi oleh tergugat dengan sukarela maka dwangsom diperlakukan 
(dapat dieksekusi), apabila dwangsom telah dilaksanakan tidaklah berarti 
bahwa hukuman pokok telah hapus. Hukuman pokok masih tetap dapat 
dilaksanakan, apabila hakim dalam putusannya memerintahkan kepada 
tergugat menyerahkan barang yang telah dibeli oleh penggugat disertai 
suatu dwangsom, maka tergugat diwajibkan pula untuk membayar uang 
paksa yang telah ditetapkan oleh hakim tersebut. Uang paksa yang 
diterapkan oleh hakim telah dilaksanakan akan tetapi penyerahan barang 
yang diperintahkan tidak dilaksanakan oleh terhukum. Hukuman pokok 
tidak hapus dengan adanya pelaksanaan dwangsom. 
c. Tekanan psychis bagi terhukum.  
Ini berarti bahwa dengan adanya hukuman dwangsom yang ditetapkan 
hakim didalam putusannya, maka terhukum ditekan secara psychis agar 
ia dengan sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan oleh 
hakim bersama dengan dwangsom tersebut.   
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3.2 Sanksi Administrasi  
Sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan 
terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang 
bersifat administratif.  
Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge35, 
“Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi 
diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi” . 
Menurut P de Haan dkk, 
“Gunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan 
pemerintahan, di mana kewenangdalam HAN, pengan ini berasal dari 
aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis” 
JJ. Oosternbrink berpendapat 
“Sanksi administrasiinistratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan 
antara pemerintah–warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara 
pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung 
dilaksanakan oleh administrasi sendiri”. 
Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu 
sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas 
pelanggaran norma, yang ditujukan untuk memngembalikan pada kondisi 
semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang, 
dwangsom), sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk 
memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda 
administratif, sedangkan Sanksi Regresif adalah sanksi yang diterapkan 
                                                          
35 Muhammad Hakim Sidqioe, Sanksi Hukum Administrasi Negara 
(http://sidqioe.blogspot.co.id/2014/06/sanksi-hukum-
administrasinegara.html#sthash.PChbxAge.dpuf), diakses pada 11/1/17 18:09 
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sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat 
pada ketetapan yang diterbitkan. 
Sanksi administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat repatoir-
condemnatoir, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata 
Usaha Negara tanpa melalui peradilan. 
Sanksi administratif yang dapat diberikan berdasarkan PP No. 30 
tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah hukuman disipilin 
berupa: 
1. Penurunan pangkat, 
2. Pembebasan dari jabatan, 
3. Pemberhentian dengan hormat, 
4. Pemberhentian tidak hormat. 
Adapun jenis sanksi administratif yang diatur dalam Undang-
Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur 
dalam Pasal 81: 
(1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 
ayat (1) berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; atau  
c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.  
(2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 
ayat (2) berupa: 
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a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;  
b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau  
c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.  
(3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 
(3) berupa: 
a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan 
fasilitas lainnya;  
b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas 
lainnya;  
c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan 
fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau  
d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas 
lainnya serta dipublikasikan di media massa.  









A. Lokasi Penelitian 
Penulisan karya tulis ini melibatkan lokasi penelitian di 
beberapa perpustakaan terlebih Perpustakaan di Universitas 
Hasanuddin dan Taman Baca Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin serta di PTUN Makassar. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
1) Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-
dokumen tertulis, laporan-laporan, kajian-kajian ilmiah, serta 
peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan 
penelitian ini. 
2) Wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak 
yang berkompeten dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data dalam penelitian ilmiah yang penulis gunakan 
terdiri atas 2 (dua), yakni: 
(1) Data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, 
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artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun 
sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan 
penelitian. 
(2) Data sekunder yaitu data dan informasi informasi yang diperoleh 
melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait 
sehubungan dengan penelitian ini, antara lain pihak dari 
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. 
D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, 
dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan 
terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan 
dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil 





HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 
1. Penerapan Upaya Hukum Paksa Putusan di PTUN Makassar 
Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, upaya paksa 
merupakan upaya hukum yang bersifat memaksa yang diatur dalam Pasal 
116 UU PTUN, dimana UU PTUN tersebut telah mengalami perubahan 
sebanyak dua kali. 
Dalam Pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, 
tepatnya pada ayat (4),(5), (6), dan (7) diatur mengenai upaya paksa 
tersebut, yang berbunyi: 
(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa 
berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi 
administratif. 
(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media 
massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus 
mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut 
melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga 
perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. 
(7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi 
administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa 
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dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-
undangan. 
Selama ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap 
macan ompong, karena banyak putusannya yang tidak dapat dieksekusi.36 
Pandangan tersebut tentunya berpijak pada kenyataan, bahwa diperadilan 
lain, setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap, maka putusan 
tersebut dapat segera dieksekusi, yang bila mana perlu dapat dieksekusi 
secara paksa (rieel eksekusi). Sementara di Peradilan Tata Usaha 
Negara, kenyataannya lain. Setelah permohonan penggugat dikabulkan 
oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan putusan telah berkekuatan 
hukum tetap (in kracht van gewijsde), apabila pejabat Tata Usaha Negara 
dihukum tidak mematuhi putusan tersebut, maka si penggugat tidak bisa 
segera menikmati manfaat dari kemenangannya itu. Dalam keadaan 
seperti ini ternyata Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat berbuat apa-
apa, karena lembaga eksekusi secara normatif dalam UU No. 5 Tahun 
1986 yang dirumuskan secara mengambang (floating norm) tidak dapat 
memaksa pejabat untuk mematuhi putusan, hal ini tidak efektif untuk 
menghadapi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mematuhi putusan 
Hakim Peradilan tata usaha negara.  
Normativisasi hukum tidak cukup hanya sekedar memuat perintah 
dan larangan. Dibalik larangan, terutamanya harus ada ketentuan sanksi 
atas ketidakpatuhan. Karena sanksi hukum sampai saat ini masih 
                                                          
36 Bambang Heriyanto, Dwangsom dalam Putusan Hakim PERATUN 
(http://cakimptun4.wordpress.com/2009/09/07/dwangsom-dalam-putusan-hakim-peratun-
suatu-gagasan/), diakses terakhir pada 14/01/17 09:22.   
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merupakan alat yang paling ampuh untuk menjaga wibawa hukum atau 
dengan kata lain agar setiap orang patuh terhadap hukum. 
Ketidakpatuhan badan atau pejabat tata usaha negara untuk 
melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara sedikit banyak 
dapat mempengaruhi kewibawaan pengadilan, pelecehan terhadap 
peradilan, dan bukan mustahil jika ketidakpatuhan itu terjadi berulang-
ulang, maka masyarakat semakin tidak percaya kepada pengadilan. 
Upaya paksa, merupakan penjamin kepastian hukum sebagai asas 
umum pemerintahan yang layak, yaitu negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan 
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.37 Kepastian 
hukum menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang 
berdasarkan suatu keputusan pemerintah meskipun keputusan itu salah.38 
Menurut P.Nicolai dan kawan-kawan;  
“De bestuursrechtelijke handhavings-middelen omvatten 1 het 
toezich dat bestuursorganen kunnen uitoefenen op de naleving van 
bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en van de bij besluit 
individueel opgeledge verplichtingen; en 2 de toepassing  van 
bestuursrechtelijke sanctie bevoegdheden” 
 
“Sarana penegakan hukum administrasi berisi 1. Pengawasan 
bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau 
berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan 
pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban 
kepada individu; dan 2 penerapan kewenangan sanksi 
pemerintahan.” 
                                                          
37 Ridwan HR, HukumAdministrasi Negara, Raja GrafindoPersada, Jakarta: 2007, 
hlm.254.   
38 Ibid, hlm. 258 
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Menurut Ten Berge yang dikutip oleh Philipus.M.Hadjon39 yang 
menyebutkan bahwa instrumen penegakkan hukum adminstrasi meliputi 
pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah 
preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi 
merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Sanksi 
merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya 
diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan. Sanksi diperlukan untuk 
menjamin penegakan hukum administrasi.  
Dalam Pasal 116 inilah dikenal dengan adanya upaya paksa, seperti 
yang disebutkan sebelumnya diatur pada ayat (4), (5), (6), dan (7) 
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN. 
Dalam wawancara dengan seorang Staf Hakim, Muhammad Iqbal, 
S.H, beliau mengatakan40: 
“Upaya paksa itu diperuntukkan bagi tergugat yang tidak 
melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
Namun, upaya paksa dalam hal dwangsom atau uang paksa serta 
sanksi administrasi belum diterapkan dalam sebuah putusan. Itu 
dikarenakan belum ada peraturan pelaksana mengenai tata cara 
pelaksanaan uang paksa dan sanksi administrasi tersebut.” 
Penulis memperoleh beberapa putusan yang dimana penggugat 
sebelumnya mencantumkan untuk mengenakan upaya paksa berupa 
dwangsom dan/ atau sanksi administratif. Berikut beberapa putusan yang 
memuat pengenaan dwangsom dan atau sanksi administratif di dalamnya: 
 
                                                          
39 Ibid, hlm. 311.   
40 Hasil Wawancara pada tanggal 22 Desember 2016 
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1. Putusan Nomor: 69/G/2016/PTUN.Mks: 
Sengketa antara Nyonya MARGARETHA TJANDRA melawan 
Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, yang dimana Pengadilan 
mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan memerintahkan 
Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) kepada 
Penggugat sebesar Rp 1.000,000,00 (satu juta rupiah) perhari, dan 
mewajibkan atasan Tergugat menjatuhkan sanksi administratif berupa 
hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan memerintahkan 
Panitera untuk mengumumkan pada media massa cetak setempat, 
apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap. 
2. Putusan Nomor: 90/G/2014/P.TUN.Mks 
Sengketa antara Mukhlis Badawi, S.Sos melawan Direktur Utama 
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, yang dimana Pengadilan 
mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan mewajibkan 
Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar untuk 
membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar  Rp.2.500.000,- ( dua juta 
lima ratus ribu rupiah ) setiap hari apabila Tergugat tersebut lalai dengan 
tidak menjalankan isi Putusan ini terhitung sejak Putusan ini telah 
berkekuatan hukum tetap. 
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Setelah memperoleh beberapa putusan yang terdapat pengenaan 
dwangsom dan/ sanksi administratif didalamnya, Penulis melakukan 
wawancara dengan beberapa pihak Pengadilan TUN Makassar, dan 
diketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar lebih sering 
menasehatkan kepada Penggugat agar tidak mencantumkan permintaan 
Upaya Paksa dalam petitumnya dengan alasan ketentuan pasal 116 ayat 
(4) UU Nomor 51 Tahun 2009 tersebut belum ada peraturan pelaksanaan 
(non executabel). 
Panitra Muda Hukum Pengadilan TUN Makassar, Andi Hasanuddin, 
S.H., M.H., mengatakan bahwa : 
“Sering kali terdapat penggugat yang tidak mencantumkan 
permintaan dwangsom dan sanksi administrasi yang diajukan 
bersama dengan gugatan dan pada akhirnya jika ada akan 
dihapuskan dan tidak dicantumkan dalam petitum gugatannya 
sebelum sidang dilaksanakan. Alasannya cukup sederhana, karena 
belum ada peraturan mengenai hal itu sehingga kami dari pihak 
pengadilan tidak dapat mencantumkan dwangsom atau sanksi 
administrasi bersama dengan gugatan, jadi kami menghapus 
permintaan dwangsom dan atau sanksi administrasi tersebut. Tapi 
terkadang terdapat beberapa penggugat yang tetap ingin 
mencantumkan dwangsom dan atau sanksi administratif dalam 
petitum gugatannya”41. 
Namun, Mahkamah Agung sudah pernah mengabulkan gugatan 
dwangsom. Terkait dengan pertanyaan dari PTUN Surabaya dan PT 
TUN Medan, MA meminta para hakim merujuk pada Buku II Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam Buku Pedoman 
                                                          
41 Hasil Wawancara pada tanggal 20 Desember 2016 
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ini MA menyatakan bahwa permintaan dwangsom bisa diajukan bersama-
sama dengan gugatan. Kalau hakim mengabulkan gugatan, maka 
pengenaan pembayaran uang paksa sebaiknya diuraikan dalam 
pertimbangan hukum bersama-sama dengan pokok perkara.42 
Terkait belum adanya peraturan pelaksana, maka hakim bisa 
menggunakan analogi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 
43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada 
Peradilan Tata Usaha Negara.43 
Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata 
Usaha Negara, disebutkan bahwa:44 
“Oleh karena pembayaran uang paksa belum diatur tata caranya, 
maka sementara secara analogi dapat mengacu pada ketentuan 
dalam PP No.43 Tahun 1991” 
Akan tetapi, pengenaan uang paksa atau dwangsom yang mengacu pada 
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata 
Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, tetap tidak 
dilaksanakan oleh Pengadilan TUN Makassar, yang dimana menurut 
hemat Penulis tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pengadilan TUN 
Makassar seharusnya tidak menolak ataupun menghapus petitum upaya 
paksa tersebut dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaannya 
                                                          
42Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi 
2008, hlm. 73 
43 Ibid. 
44 Ibid. hlm. 74 
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karena menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan Pengadilan tidak boleh 
menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan 
dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 
memeriksa dan mengadilinya. Dan selanjutnya dalam pasal 28 ayat (1) 
ketentuan tersebut dinyatakan juga Hakim wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat, apalagi ketentuan mengenai Upaya Paksa termasuk dalam 
lapangan hukum acara sehingga Hakim harus menerapkan sesuai 
ketentuan yang telah ditentukan. Setidaknya dengan berani memutus 
persoalan Upaya Paksa diharapkan dapat menimbulkan aspek psikis 
(dwaang middelen) agar tergugat mau melaksanakan isi Putusan 
Pengadilan, sebagaimana salah satu sifat uang paksa yaitu terhukum 
ditekan secara psychis agar ia dengan sukarela memenuhi hukuman 
pokok yang ditetapkan oleh hakim bersama dengan dwangsom tersebut.   
Beliau menambahkan45 : 
“Itupun jika di dalam putusan, hakim mengabulkan gugatan 
Penggugat yaitu dengan mewajibkan Tergugat untuk membayar 
sejumlah dwangsom, juga pada akhirnya tetap tidak dapat 
dilaksanakan. Karena untuk tata cara pelaksanaannya seperti siapa 
yang membayar dwangsom tersebut, siapa yang berhak memungut 
dwangsom tersebut dan yang lainnya belum diatur sama sekali. Dan 
jikalau memang Penggugat bersikeras ingin agar Tergugat 
membayar dwangsom¸ maka Penggugat dapat mengajukan kembali 
gugatan di Pengadilan Negeri.” 
                                                          
45 Hasil Wawancara pada tanggal 20 Desember 2016 
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Jadi menurut Penulis, pemerintah memang sudah seharusnya 
mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang upaya paksa, 
sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 116 ayat (7) agar tata cara 
pelaksanaannya diatur dalam peraturan pelaksana. Dan karena peraturan 
pelaksana tersebut belum ada, maka Pengadilan TUN Makassar 
seharusnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 
tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata 
Usaha Negara, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Pengadilan. 
Mengenai sanksi administrasi, Staf Hakim. Muhammad Iqbal 
mengatakan46 : 
“Pemberian sanksi administrasi terhadap pejabat yang nakal juga 
belum bisa dilakukan. Sama dengan alasan uang paksa tadi, karena 
belum ada peraturan yang mengatur akan hal itu. Jadi kami dari pihak 
Pengadilan TUN Makassar masih kebingungan dengan sanksi apa yang 
harus diberikan kepada pejabat yang tidak melaksanakan putusan.” 
Jika ingin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
1980 tentang Peraturan Disiplin Kepegawaian, maka pihak yang dapat 
dikenakan sanksi administrasi hanya sebatas pegawai negeri sipil saja, 
tapi kalau yang digugat bukan pegawai negeri tetapi pejabat negara 
seperti Presiden atau Menteri, sanksi administrasinya apa? Sehingga 
sanksi administrasi saat ini hanya berlaku untuk pegawai negeri. 
Diperlukan peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan sanksi 
administratif ini. 
 Kemudian Beliau menambahkan47 : 
                                                          
46 Hasil Wawancara pada tanggal 22 Desember 2016 
47 Hasil Wawancara pada tanggal 22 Desember 2016 
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“Namun dengan adanya Undang-Undang No. 30 tentang 
Administrasi Pemerintahan ini setidaknya sedikit membantu. Karena 
UU tersebut mengatur tentang bagaimana negara menginginkan 
pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya.” 
Lalu setelah Penulis menelaah UU No. 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 80, 81, 82, 83, dan 84 diatur 
mengenai sanksi administrasi. Yang dimana bunyi nya ialah sebagai 
berikut: 
Pasal 80 
(1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 
27, Pasal 28, Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat 
(1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 44 
ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 
ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), 
Pasal 67 ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 77 
ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (6) dikenai sanksi 
administratif ringan. 
(2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat 
(2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif sedang. 
(3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif 
berat.  
(4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian 
pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak 
lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat.  
Pasal 81 
(1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 
ayat (1) berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; atau  
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c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak 
jabatan.  
(2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
80 ayat (2) berupa: 
a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;  
b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak 
jabatan; atau  
c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak 
jabatan.  
(3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 
ayat (3) berupa: 
a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak 
keuangan dan fasilitas lainnya; 
b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan 
dan fasilitas lainnya;  
c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak 
keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media 
massa; atau  
d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan 
dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.  
(4) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Pasal 82 
(1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 
dilakukan oleh: 
a. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; 
b. kepala daerah apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat 
daerah;  
c. menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan ditetapkan 
oleh pejabat di lingkungannya; dan  
d. Presiden apabila Keputusan ditetapkan oleh para 
menteri/pimpinan lembaga.  
(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 
dilakukan oleh: 
a. gubernur apabila Keputusan ditetapkan oleh bupati/walikota; 
dan  
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 




(1) Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan 
mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.  
(2) Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, 
sedangkan sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat 
dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.  
Pasal 84 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Dilihat dari isi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan tersebut, sebenarnya sudah sangat jelas 
mengenai siapa yang berhak menjatuhkan sanksi dan seperti apa jenis-
jenis sanksi administratif tersebut. Namun Pengadilan TUN Makassar 
ternyata masih belum dapat menerapkan sanksi administratif dengan 
mengacu kepada Undang-Undang tersebut. Dengan alasan, Undang-
Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan itu juga 
masih mengamanahkan untuk dibuat peraturan tata cara pengenaan 
sanksi administrasi tersebut. 
Muhammad Iqbal mengatakan, bahwa48: 
“Masih banyak pejabat yang tidak melaksanakan putusan hakim, 
karena mereka mengetahui PTUN tidak memiliki kewenangan apa-
apa tentang itu, tapi dengan adanya UU No. 30 Administrasi 
Pemerintahan ini, setidaknya membantu meningkatkan kesadaran 
pejabat tersebut. Karena sudah ada jenis-jenis sanksi yang 
diberikan kepada pejabat yang melanggar. Dan setidaknya sudah 
ditetapkan kewajiban-kewajiban pejabat pemerintahan”. 
Berikut bunyi Pasal Pasal 7 ayat (1) dan (2): 
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(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk 
menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
kebijakan pemerintahan, dan AUPB 
(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: 
a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai 
dengan kewenangannya; 
b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan 
Keputusan dan/atau Tindakan; 
d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan 
Diskresi; 
e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta 
bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan 
pemerintahan tertentu; 
f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat 
untuk didengar pendapatnya sebelum membuat 
Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang 
berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang 
menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan 
ditetapkan dan/atau dilakukan; 
h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan 
Keputusan dan/atau Tindakan; i. memeriksa dan 
meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta 
membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan 
kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain 
oleh undangundang; 
i. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga 
Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan 
dalam keberatan/banding; 
j. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang 
sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah 
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atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang 
bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan 
k. mematuhi putusan Pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. 
Dilihat dari isi Pasal 7 tersebut Penulis setuju dengan pendapat 
Muhammad Iqbal, yang dimana menurut Pasal 7 UU No. 30 Administrasi 
Pemerintahan Tahun 2014 ini sangat membantu dalam menyadarkan para 
pejabat akan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan, salah 
satunya yaitu dengan melaksanakan putusan berkekuatan tetap yang 
dikeluarkan Hakim TUN. Karena, jika pejabat tidak melaksanakan putusan 
tersebut, Penggugat dapat kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan 
TUN dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. 
Perbuatan Melawan Hukum tersebut sudah menjadi kompetensi 
Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan diatur 
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016  Tentang 
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar  Mahkamah Agung 
Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 
Yang dimana kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: 
a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan 
permohonan. 
b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh 
pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan 
onrechtmatige overheidsdaad (OOD). 
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c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan 
diputus melalui upaya banding administrasi menjadi 
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.  
Untuk hal pengumuman di media cetak setempat, itu telah 
diterapkan beberapa kali. Namun, itu dilaksanakan jika ada permohonan 
dari Penggugat terhadap Tergugat yang masih saja belum melaksanakan 
putusan hakim Pengadilan TUN Makassar. Untuk tata cara 
pelaksanaannya sendiri, Staf Hakim, Muhammad Iqbal mengatakan dalam 
wawancara terakhir dengan Penulis49 : 
“Pengumuman media cetak setempat itu, iya, kami sudah lakukan 
beberapa kali. Itupun jika dimohonkan lagi oleh si penggugat. Jadi 
penggugat kembali ke Pengadilan, memohon untuk diumumkan di 
media cetak setempat perihal pejabat negara yang tidak 
melaksanakan putusan hakim TUN. Lalu untuk biaya percetakan itu 
sendiri dibayar oleh si Pemohon, melalui Panitera. Nantinya Panitera 
yang akan mengurus dengan pihak percetakan.” 
Seperti pada kasus Bupati Kepulauan Selayar, yang dimana 
setelah Perintah Eksekusi Nomor: 14/PEN.EKS/G.TUN/2012/P.TUN.MKS 
tanggal 10 Oktober 2012 yang memerintahkan Bupati Kepulauan Selayar 
melaksanakan eksekusi terhadap Putusan PTUN Makassar yang pada 
akhirnya pada tanggal 27 November 2012 mengumumkan secara resmi 
bahwa Bupati Kepulauan Selayar belum melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. 
Sehingga Penulis dapat simpulkan bahwa pengumuman di media 
cetak mengenai Pejabat yang tidak melaksanakan putusan itu sudah 
                                                          
49 Hasil Wawancara 6 Januari 2017 
 79 
 
biasa dilaksanakan oleh Pengadilan TUN Makassar, hal itu dapat dilihat 
dari putusan yang Penulis telah paparkan. 
Dari wawanacara yang Penulis lakukan beberapa kali di 
Pengadilan TUN Makassar, maka diketahui bahwa upaya paksa di 
Pengadilan TUN Makassar berupa uang paksa (dwangsom) dan atau 
pengenaan sanksi administratif belum dapat dilaksanakan, uang paksa 
(dwangsom) dan atau sanksi administratif tersebut bisa saja dicantumkan 
oleh Penggugat dalam petitum gugatannya tapi tetap saja pada akhirnya 
setelah hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan tersebut, upaya 
paksa yang dimaksudkan tetap saja tidak dapat dilaksanakan. 
Dan jika memang Pejabat yang telah dipanggil oleh Pengadilan 
TUN Makassar, dan telah diperintahkan untuk melaksanakan putusan 
hakim, tapi tetap saja belum melaksanakan putusan tersebut, maka 
Penggugat dapat bermohon untuk diumumkan di media cetak. 
2. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Upaya Paksa di 
Pengadilan TUN Makassar 
Dari wawancara yang dilakukan di Pengadilan TUN Makassar 
selama beberapa hari, diketahui bahwa upaya hukum paksa berupa 
dwangsom dan sanksi administratif belum dapat diterapkan, sedangkan 
untuk pengumuman di media cetak setempat  sudah diterapkan. Adapun 
faktor-faktor yang menghambat penerapan upaya paksa di Pengadilan 
TUN Makassar ialah sebagai berikut: 
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1) Belum Adanya Peraturan Pelaksana tentang Upaya Paksa 
Dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, memang 
diatur pada Pasal 116 ayat (4) dan (5) mengenai penerapan upaya paksa 
berupa dwangsom dan sanksi administratif bagi Pejabat yang tidak 
melaksanakan putusan hakim, kemudian pada Pasal 116 ayat (7), yang 
berbunyi: 
“Ketentuan megenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, 
dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi 
administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan”. 
 
Namun, pada kenyatannya peraturan mengenai tata cara 
pelaksanaan pembayaran uang paksa (dwangsom) dan/ atau sanksi 
administratif yang dimaksudkan sampai sekarang belum ada. 
Dari beberapa sumber bahan yang didapat oleh Penulis, terdapat 
sebuah legal draft Peraturan Pemerintah tentang uang paksa yang dibuat 
oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Bambang 
Heriyanto SH. MH50, yaitu bahwa penjatuhan dwangsom itu mutlak harus 
diajukan bersama – sama dalam surat gugatan dan apabila penggugat 
tidak mencantumkan maka adalah kewajiban hakim untuk mengingatkan 
untuk mencantumkan dwangsom tersebut dalam petitum. 
 
2) Kurangnya Self Respect dari Tergugat untuk Melaksanakan Putusan 
                                                          
50 Bambang Heriyanto, 2009, Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa dan Sanksi 
Administratif di PTUN (Sumbangan Pemikiran) 
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Mengingat keterbatasan pelaksanaaan upaya paksa sebagaimana 
dipaparkan diatas maka dalam rangka pelaksanaan putusan TUN yang 
telah berkekuatan hukum tetap saat ini yang diperlukan adalah 
peningkatan kesadaran hukum Badan atau Pejabat TUN, karena kekuatan 
hukum putusan tersebut sama dengan kekuatan hukum suatu Undang – 
Undang. Pada dasarnya produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan 
Peradilan yang berbentuk putusan ataupun penetapan yang 
mencantumkan kewajiban membayar uang paksa, maka kewajiban 
pejabat TUN untuk melaksanakan produk hukum tersebut, karena hal 
tersebut merupakan ciri negara hukum yang mengharuskan kepatuhan 
pejabat terhadap hukum, termasuk kepatuhan untuk melaksanakan 
putusan pengadilan. 
Putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat 
disebabkan, yaitu: 
a. Putusan itu sulit atau bahkan tidak dapat dilaksanakan karena 
amar putusannya tidak jelas; 
b. Pejabat yang bersangkutan merasa diperlakukan tidak adil 
dengan putusan tersebut; 
c. Pejabat yang bersangkutan merasa malu dan tersinggung 
karena kalah dalam perkara. 
Maka dari itu, perlu adanya komitmen yang jelas dari Badan atau 
Pejabat TUN dan kesadaran diri untuk melaksanakan suatu putusan 




3) Minimnya Laporan dari Perkembangan Pelaksanaan Putusan dan 
Permohonan Pelaksanaan Putusan ke Pengadilan TUN Makassar 
Pengadilan TUN Makassar masih kesulitan mencatat berapa 
putusan yang telah dilaksanakan. Pengadilan TUN hanya mampu 
mencatat data apabila ada pengajuan permohonan dari pihak penggugat. 
Sementara jika tidak ada pengajuan permohonan oleh penggugat, maka 
Pengadilan TUN sangat sulit mengetahui apakah suatu putusan telah 
dilaksanakan atau tidak. Menurut Staf Hakim Pengadilan TUN Makassar, 
Muhammad Iqbal, S.H,. M.H51, selama ini kurangnya partisipasi dari pihak 
yang bersengketa telah menyebabkan pengadilan tidak bisa memastikan 
apakah suatu putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum 
tetap telah dilaksanakan. 
Di lingkungan Pengadilan TUN Makassar sendiri biasanya baru 
mengetahui jika ada putusan yang tidak dilaksanakan jika pihak yang 
bersengketa kembali bermohon kepada Pengadilan TUN Makassar untuk 
memerintahkan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan 
putusan, atau paling tidak kembali bermohon untuk dilakukan 
pengumuman di media cetak. Hal itu membuat upaya paksa ini menjadi. 
tidak efektif dilaksanakan karena kurangnya laporan secara sukarela baik 
dari pihak yang menang dalam persidangan tersebut ataupun pejabat itu 
sendiri, meskipun pada akhirnya Peraturan mengenai Tata Cara 
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Pelaksanaan Upaya Paksa tersebut diterbitkan, juga tidak dapat 
membawa perubahan apapun tanpa adanya partisipasi ataupun laporan 
dari kedua belah pihak yang bersengketa. 
Kemudian Penulis melanjutkan wawancara dengan Wakil Panitra 
Andi Mappanyukki, S.H., beliau mengatakan52 : 
“Pengadilan baru memerintahkan kembali si Pejabat untuk 
melaksanakan putusan jika hanya ada laporan dari Penggugat. 
Karena, tidak ada pejabat yang melaporkan sendiri ke Pengadilan 
TUN Makassar jika ia belum melaksanakan putusan pengadilan, 
kecuali jika Penggugat tersebut telah melaksanakan putusan 
pengadilan, barulah ia melaporkan pelaksanaan putusan ke 
Pengadilan TUN Makassar.” 
Menurut Bambang Edy Sutanto, Hakim sekaligus humas Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta53, Seorang ketua pengadilan tata 
usaha negara harus meminta penjelasan kepada pejabat tata usaha 
negara yang tidak atau engggan melaksanakan putusan. Termasuk 
menanyakan alasan- alasan dan hambatan yang mendera pejabat tata 
usaha negara sebagai tergugat. 
Penulis sependapat dengan pernyataan tersebut, bahwa 
pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan TUN tidak boleh semata 
mata tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya laporan eksekusi 
dari pihak yang bersengketa belaka, karena sesuai pasal 119 undang-
undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : 
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53 Artikel Dosen, Delfina Gusman Dan Romi, Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa 
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.   
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“Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” 
Sehingga selain karena belum adanya Peraturan Pelaksana 
mengenai Tata Cara Pengenaan Upaya Paksa tersebut, partisipasi aktif 
baik dari Penggugat, Tergugat, dan Pengadilan TUN sendiri diperlukan 
agar upaya paksa ini dapat diterapkan secara efektif di lingkungan 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
Mengingat kondisi yang demikian, guna meredusir dampak 
ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan hukum ke depan  
maka memang sudah seharusnya Pemerintah mengambil langkah dalam 
kembali menegakkan keadilan dan menjaga hak-hak masyarakat dari 
pemerintah, sebagaimana Indonesia merupakan negara hukum yang 







1. Bahwa upaya paksa putusan berupa dwangsom dan sanksi 
administratif Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap 
belum bisa dilaksanakan secara optimal. Meskipun demikian, 
sebenarnya upaya paksa dapat saja dilaksanakan jika pengadilan 
mau merujuk pada yurisprudensi dan Buku II Pedoman Pelaksanaan 
Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Undang-Undang Nomor 30 
tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
2. Bahwa berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi dalam 
penerapan upaya paksa berupa dwangsom dan/ atau sanksi 
administratif ialah: tidak adanya peraturan pelaksana mengenai tata 
cara pengenaan upaya paksa sesuai dengan amanah Undang-
Undang No. 51 tahun 2009 tentang PTUN, kurangnya self respect 
dari tergugat untuk melaksanakan putusan, minimnya laporan 
pelaksanaan putusan maupun permohonan pelaksanaan putusan 
Peradilan TUN.  
B. Saran 
1. Agar pemerintah merevisi kembali Undang-Undang No. 51 Tahun 
2009 tentang PTUN agar upaya paksa dapat diterapkan secara 
optimal. Karena revisi pertama yang dilakukan terhadap UU PTUN 
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melalui penerbitan UU No.9 Tahun 2004 memang telah menutup 
beberapa kelemahan undang-undang sebelumnya, namun tidak 
bisa dipungkiri UU No.9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009  
sebagai revisi kedua belum sempurna karena masih tidak 
membawa perubahan apapun mengenai upaya paksa putusan 
PTUN. 
2. Agar Mahkamah Agung segera menerbitkan PERMA atau Surat 
Edaran atau Petunjuk Pelaksana (juklak) atau Petunjuk Teknis 
(juknis) agar ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 51 Tahun 
2009 yang berkaitan dengan Upaya Paksa dapat diterapkan oleh 
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